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BAB I  

PENGERTIAN UMUM 

 

1. Perusahaan adalah PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebagaimana ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 10 November 

2009  yang dibuat di hadapan Catur Virgo, SH, 

2. Informasi adalah setiap tulisan atau catatan bentuk data dan angka, surat menyurat, 

notulen rapat, serta segala sesuatu yang dianggap sebagai bentuk dokumen resmi, 

keterangan resmi, atau publikasi resmi yang dikeluarkan perusahaan sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non 

elektronik. 

3. Pengklasifikasian informasi adalah setiap bentuk pengelompokkan informasi sesuai 

tingkat kepentingan perusahaan. 

4. Pengungkapan informasi adalah suatu proses pendistribusian informasi berbentuk 

publikasi resmi kepada para pemangku kepentingan. 

5. Stakeholders adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan 

perusahaan, baik di lingkungan internal perusahaan maupun pihak-pihak di luar 

perusahaan. 

6. Informasi Perusahaan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 

dan/atau diterima oleh perusahaan yang berkaitan dengan pengelola perusahaan 

serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang 

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah 

sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan 

masyarakat , dan/atau luar negeri. 

8. Sengketa Informasi Perusahaan adalah sengketa yang terjadi antara perusahaan dan 

Pengguna Informasi Perusahaan yang berkaitan dengan hak memperoleh dan 

menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. 

9. Pejabat Perusahaan adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki 

posisi atau jabatan tertentu pada perusahaan. 

10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung 

jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 

informasi perusahaan. 

11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan 

Publik. 

12. Pengguna Informasi Perusahaan adalah Orang yang menggunakan Informasi 

Perusahaan. 



3 | P a g e   

13. Pemohon Informasi Perusahaan adalah warga negara dan/atau badan hukum 

Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Perusahaan. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

2.1. Maksud 

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur pengklasifikasian dan pengungkapan 

informasi yang mengatur mekanisme dalam pengungkapan informasi secara 

internal maupun eksternal sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan kebutuhan 

Pemegang Saham serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan. 

 

2.2. Tujuan 

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan 

perusahaan. 

2. Meningkatkan   peran   aktif   masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

perusahaan dan pengelolaan perusahaan yang baik. 

3. Mewujudkan Insan Jasa Raharja yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan 

efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Mengetahui alasan kebijakan perusahaan yang memengaruhi hajat hidup Orang 

banyak. 

5. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan 

perusahaan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 
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BAB III 

KLASIFIKASI INFORMASI 

 

3.1. Informasi Biasa 

a. Informasi Biasa adalah informasi yang ditujukan kepada publik yang terkandung 

dalam dokumen resmi, keterangan resmi atau publikasi resmi yang dikeluarkan 

oleh Perusahaan. 

b. Informasi Biasa diantaranya bahan-bahan informasi yang sudah dikemas 

sedemikian rupa sebagai bahan publikasi atau dapat diakses publik. Bentuk 

Informasi Biasa antara lain Siaran Pers, Sambutan/Pidato Direksi, Brosur, Leaflet, 

Pengumuman, Newsletter, dan surat-surat berklasifikasi biasa. 

c. Penetapan sebagai informasi biasa tidak mengurangi kewenangan Direksi untuk 

melakukan pengaturan terhadap mekanisme akses pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap Informasi Biasa. 

 

3.2. Informasi Terbatas 

a. Informasi Terbatas adalah informasi yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak 

yang langsung berkaitan dengan informasi terbatas sebagaimana nama-nama 

pihak yang dicantumkan dalam informasi terbatas atau dicantumkan pada surat 

pengantar informasi. 

b. Informasi terbatas diantaranya Keputusan Direksi, Surat Perintah Direksi, Memo- 

memo Internal, dan sebagainya. 

c. Perusahaan dapat memberikan tanda “TERBATAS”, apabila secara teknis 

memungkinkan, terhadap informasi terbatas agar dapat dikenali dengan mudah 

sebagai Informasi Terbatas. 

d. Penetapan sebagai Informasi Terbatas mengharuskan Perusahaan untuk 

melakukan pengaturan terhadap mekanisme distribusi dan Informasi Terbatas 

hanya kepada pihak-pihak yang langsung berkepentingan terhadap Informasi 

Terbatas. 

 

3.3. Informasi Rahasia 

a. Informasi Rahasia adalah informasi yang tidak dapat diungkapkan kepada publik 

karena sifat kerahasiaanya sehingga apabila diungkapkan akan menghasilkan 

penilaian yang salah terhadap kinerja perusahaan, merugikan kepentingan 

Perusahaan dan Pemegang Saham dan/atau melanggar ketentuan perundang- 

undangan. 

b. Informasi tersebut diantaranya Surat-surat berklasifikasi Rahasia (R), Hasil- 

temuan Pengawasan Intern, Dokumen Hasil Audit Perusahaan, dan sebagainya. 

c. Perusahaan wajib memberikan tanda “RAHASIA” apabila secara teknis 

memungkinkan, terhadap Informasi Rahasia agar dapat dikenali dengan mudah 

sebagai Informasi Rahasia. 
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d. Penetapan Informasi Rahasia mengharuskan Perusahaan untuk melakukan 

pemeliharaan sifat rahasia. 
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BAB IV 

PENGELOLAAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PERUSAHAAN 

 
 

4.1. Prinsip Dasar 

a. Perusahaan akan mengungkapkan informasi secara lengkap, akurat dan tepat 

waktu kepada Pemegang Saham tanpa membedakan klasifikasi informasi. 

b. Pengungkapan informasi kepada publik dan stakeholders lainnya dilakukan secara 

wajar dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan Perusahaan dan 

kebutuhan pihak yang berkepentingan. 

c. Perusahaan senantiasa menghindari pengungkapan informasi yang dilarang 

menurut peraturan dan etika bisnis. 

 

4.2. Informasi Kepada Pemegang Saham 

a. Setiap Pemegang Saham dijamin oleh Perusahaan untuk memperoleh informasi 

yang terkait dengan kinerja Perusahaan secara lengkap, akurat, teratur dan tepat 

waktu sehingga memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk mengambil 

keputusan. 

b. Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan dilarang memberikan informasi yang 

berbeda kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. 

 

4.3. Tanggung Jawab Pengelolaan Informasi 

Direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi internal termasuk 

didalamnya pengendalian terhadap proses klasifikasi dan pengungkapan informasi 

kepada pihak lain yang secara teknis dikelola oleh Sekretaris Perusahaan. 

 

4.4. Tanggung Jawab Pengungkapan Informasi 

Pengungkapan informasi baik secara formal maupun secara informal kepada media 

massa dilaksanakan oleh pejabat yang terkait dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Dewan Komisaris menyampaikan informasi perusahaan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat. 

b. Direktur Utama menyampaikan informasi perusahaan yang berkaitan dengan 

kebijakan umum dan kebijakan strategis. 

c. Direktur menyampaikan informasi perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan 

teknis sesuai tugas pokok dan fungsi. 

d. Sekretaris Perusahaan menyampaikan informasi perusahaan yang berkaitan 

dengan pengelolaan kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan perintah Direksi. 

e. Kepala Cabang menyampaikan informasi perusahaan yang berkaitan dengan 

pengelolaan kegiatan usaha Cabang. 
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4.5. Akses Terhadap Informasi Rahasia 

a. Informasi Rahasia 

Informasi Rahasia hanya dapat diungkapkan apabila terdapat alasan yang sah 

sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 

b. Tanggung Jawab atas Informasi Rahasia. 

1) Direksi bertanggung jawab terhadap kerahasiaan informasi perusahaan yang 

dikategorikan sebagai Informasi Rahasia. 

2) Informasi Rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan 

Komisaris, Direksi, Pejabat struktural maupun non-struktural dan seluruh 

karyawan harus tetap dirahasiakan. 

c. Tanggung Jawab Pihak Lain Atas Informasi Rahasia 

Kecuali disyaratkan peraturan perundang-undangan, seluruh pihak yang 

memperoleh akses Informasi Rahasia dari perusahaan seperti Komite Audit, 

Auditor Eksternal, Konsultan, Penilai, dan pihak-pihak lainnya harus merahasiakan 

informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugas berkaitan dengan 

Perusahaan. 

 

4.6. Pelanggaran Terhadap Informasi 

Penyalahgunaan terhadap informasi Perusahaan dapat dikenakan sanksi 

administratif dan sanksi hukum sesuai Anggaran Dasar (AD), serta ketentuan 

Perusahaan lainnya. 
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BAB V  

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

 

5.1. Asas 

a. Setiap Informasi Perusahaan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap 

Pengguna Informasi Perusahaan. 

b. Informasi Perusahaan yang dikecualikan bersifat rahasia dan terbatas. 

c. Setiap Informasi Perusahaan harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi 

Perusahaan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 

d. Informasi Perusahaan yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang- 

Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang 

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat 

serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi 

Perusahaan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada 

membukanya atau sebaliknya. 

 
5.2. Hak Pemohon Informasi Publik 

a. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Perusahaan. 

1) melihat dan mengetahui Informasi Perusahaan. 

2) menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh 

Informasi Perusahaan. 

3) mendapatkan salinan Informasi Perusahaan melalui permohonan dan/atau 

menyebarluaskan Informasi Perusahaan. 

b. Setiap Pemohon Informasi Perusahaan berhak mengajukan permintaan Informasi 

Perusahaan disertai alasan permintaan tersebut. 

c. Setiap Pemohon Informasi Perusahaan berhak mengajukan gugatan ke 

pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Perusahaan mendapat 

hambatan atau kegagalan. 

d. Publik dapat memperoleh Informasi Biasa berdasarkan tata-cara yang ditentukan 

oleh Perusahaan. 

 
5.3. Kewajiban Pengguna Informasi Publik 

a. Pengguna Informasi Perusahaan wajib menggunakan Informasi Perusahaan 

sesuai dengan kebutuhan. 

b. Pengguna Informasi Perusahaan wajib mencantumkan sumber dari mana ia 

memperoleh Informasi Perusahaan, baik yang digunakan untuk kepentingan 

sendiri maupun untuk keperluan publikasi. 
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5.4. Hak Perusahaan 

a. Menolak memberikan informasi perusahaan/yang dikecualikan. 

b. Informasi Perusahaan yang tidak dapat diberikan oleh perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

1) Informasi yang dapat membahayakan negara. 

2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari 

persaingan usaha tidak sehat. 

3) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. 

4) Informasi yang berkaitan   dengan   rahasia jabatan;   dan/atau Informasi 

Perusahaan yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. 

 

5.5. Kewajiban Perusahaan 

a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Perusahaan yang 

berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Perusahaan, selain 

informasi yang dikecualikan. 

b. Menyediakan Informasi Perusahaan yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 

c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk 

mengelola Informasi Perusahaan secara baik dan efisien sehingga dapat diakses 

dengan mudah. 

d. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk 

memenuhi hak setiap orang atas Informasi Perusahaan. 

e. Memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. 

f. Pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Perusahaan 

dilaksanakan berdasarkan kebijakan perusahaan. 
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BAB VI 

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN 

 

6.1. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 

a. Kewajiban perusahaan untuk mengumumkan Informasi Perusahaan secara 

berkala yang meliputi: 

1) informasi yang berkaitan dengan perusahaan. 

2) informasi mengenai kegiatan dan kinerja perusahaan. 

3) informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain. 

b. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Perusahaan dilakukan 

paling sedikitnya 6 (enam) bulan sekali. 

c. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Perusahaan, disampaikan dengan cara 

yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 

 

6.2. Informasi Yang Wajib Disediakan Secara Serta Merta 

a. Perusahaan wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat 

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 

b. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Perusahaan disampaikan dengan cara 

yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 

 

6.3. Informasi Yang Wajib Disediakan Setiap Saat 

a. Kewajiban perusahaan untuk menyediakan Informasi Perusahaan setiap saat 

yang meliputi: 

1) daftar seluruh Informasi Perusahaan yang berada di bawah 

penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. 

2) hasil keputusan perusahaan dan pertimbangannya. 

3) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. 

4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 

5) perjanjian perusahaan dengan pihak ketiga. 

6) informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan yang terbuka 

untuk umum. 

7) Standard Operating Procedure (SOP). 

8) laporan mengenai pelayanan akses Informasi Perusahaan. 

b. Informasi Perusahaan yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat 

berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan 

sebagai Informasi Perusahaan yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi 

Publik. 

c. Setiap tahun Perusahaan wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: 

1) jumlah permintaan informasi yang diterima. 

2) waktu yang diperlukan Perusahaan dalam memenuhi setiap 

permintaan 
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informasi. 

3) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi. 

4) alasan penolakan permintaan informasi. 

 

6.4. Informasi Yang Wajib Disediakan Perusahaan 

Informasi Perusahaan yang wajib disediakan oleh Perusahaan minimal memuat: 

a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, 

jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam 

Anggaran Dasar. 

b. Nama lengkap pemegang saham, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris 

Perusahaan. 

c. Laporan tahunan, laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi) dan laporan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit. 

d. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga 

pemeringkat lainnya. 

e. Sistem dan alokasi dana remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 

f. Mekanisme penetapan Direksi dan Dewan Komisaris. 

g. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi 

Perusahaan. 

h. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip- 

prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan 

kewajaran. 

i. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan. 

j. Perubahan tahun fiskal perusahaan. 

k. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau 

subsidi. 

l. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau 

m. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan 

Badan Usaha Milik Negara. 
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BAB VII 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

 
 

7.1. Informasi Yang Dikecualikan 

Setiap perusahaan wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Perusahaan 

untuk mendapatkan Informasi Perusahaan, kecuali informasi perusahaan yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: 

a. Menghambat proses penegakan hukum. 

b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 

c. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara. 

d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. 

e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional. 

f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri. 

g. Mengungkap rahasia pribadi. 

 

7.2. Informasi Yang Tidak termasuk Kategori Yang Dikecualikan 

Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut: 

a. Putusan badan peradilan. 

b. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, 

baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar 

serta pertimbangan lembaga penegak hukum. 

c. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan. 

d. Laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi. 

e. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. 

f. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. 

 
7.3. Para Pihak Yang Dapat Membuka Informasi Yang Dikecualikan 

Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi 

Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan lembaga negara penegak hukum lainnya 

yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang 

dikecualikan. 
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BAB VIII 

PENGELOLAAN LAMAN (WEBSITE) 

 
 

1. Perusahaan wajib mengelola dan mengungkapkan informasi perusahaan melalui 

laman. 

2. Perusahaan mengelola dan memutakhirkan informasi melalui www.balairung-

hotel.co.id. 

3. Mengungkapkan informasi dalam laman yang meliputi dan tidak terbatas 

kepada informasi: 

a. Profile Perusahaan. 

b. Laporan Tahunan. 

c. Infrastruktur Good Corporate Governance. 

d. Informasi lainnya. 
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BAB IX 

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI 

 

1. Setiap Pemohon dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi 

Perusahaan kepada perusahaan secara tertulis atau tidak tertulis. 

2. Perusahaan wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Perusahaan, 

subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh 

Pemohon Informasi Perusahaan. 

3. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Perusahaan 

wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : 

a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; 

b. Perusahaan wajib memberitahukan, Perusahaan yang menguasai informasi yang 

diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan 

Perusahaan yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang 

diminta; 

c. Penerimaan atau penolakan permintaan informasi; 

d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan dalam 

materi informasi yang akan diberikan; 

e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi 

yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan 

materinya; 

4. Perusahaan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan, paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis 

 


